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BUPATI KO NAWE UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KORAWE UTARA

Menimbang

Mengingat .

JANS:Y

'NOMOR: 5

“TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASE DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN

KELURAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTAkA

bahwa dalam rangka implementasi pelaksanaan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan

‘Pemerintah Nomor ‘41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah, maka perlu di bentuk kembali susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Utara ;

bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan, sebagai perangkat daerah disesuaikan dengan cakupan
tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik, dan

~ kebutuhan daerah, ‘serta pengembangan ‘pola kerjasama dan
* koordinasi antar daerah dan/atau dengan instansi/lembaga terkalit;

bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf (8) dan (b) tersebut diatas, maka pembentukan Organisasl
Daerah dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten

Konawe Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Konawe Utara.

Sy

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po'kok-pokok

Kepegawaian - (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3041), sebagaimana telah
diubah dengan Urndang-undang Nomor.43 tahun 1999 (Lembaran
Negara R.I. Tahu 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
R.I. Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

. Peraturan Perundang-undangan: (Lembaran Negara R.I Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4389);

9 | 3. Undang-undang ...
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ndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
l!%aeral'fJ (Lembe?ran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
dengan Undang — undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang(Lembaran
Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan sLembaran Negara
R.I. Nomor 4548); - S .
Undang-Undang Nomor - 33 -Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan - antara pemérintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RJI. Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara R.L.-Nomor 4438); . |
Undang-undang Nomor 13- Tahun. 2007 tentang Pembentukan
‘Kabupaten Konawe Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran
Negara R.1. tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara R.IL.
Nomor 4689); :

. ‘Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsl sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara R.I, tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara R.I. Nomor 3952); , ,

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pemblinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara R.I. Nomor 4593); -
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara R.1. Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara R.I.
Nomor 4737);"

. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah .(Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 89, -
Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4741); 1
Peraturan Daerah Kabupaten Konawen Utara Nomor 1 Tahun 2008
tentang Urusan Remerintahan Yyang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Konawe Utara; '

¢
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPUTEN KONAWE UTARA
‘ DAN
BU Pf."fl KONAWE UTARA
' MEMUTUSKAN

Mehetapkén : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN
KELURAHAN KABUPATEN KONAWE UTARA. :
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g BAB. I
| KETENTUAN UMUM

B

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengaara;

Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Konawe Utara; ¢

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara,

Bupati adalah Bupati Konawe Utara; ' | N
Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan;
Kecamatan adalah Wilayah Keria Camat sebagai Perangkat Daeran Kabupaten;

g. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;

h. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagal Perangkat DaerahKabupaten dalam
Wllayah Kecamatan,

i. Lurah adalah Kepala wilayah Kelurahan,

Eaelonenng adalah Tingkatan Jabatan Struktural;
Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil
kebuakoanaan dalam rangka penyelenggaraan pemermtahan -
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 BAB.II
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN DAN KELURAHAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan daerah ini dibentuk. organisasi .Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Konawe Utara; s .
(2) Organisasi Kecamatan terdiri dari:
3. Kecamatan Wiwirano
b. Kecamatan Asera
C. Kecamatan Lasulo
d. Kecamatan Langgikima ,
e. Kecamatan Molawe [
f. Kecamatan Lembo '
g. Kecamatan Sawa
(3) Crganisasi Kelurahan terdiri dari:
Kelurahan Wanggudu - g
Kelurahan Lamonae
Kelurahan Andowia
Kelurahan Tinobu
Kelurahan Langgikima
Kelurahan Molawe
Kelurahan Lembo
Ke!ur;ahan Sawa.
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BAB. Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

" ‘Bagian Pertama
KECAMATAN

Pasal 3

(l)Kecamatan adelah merupakan perangkat daerah Kabupaten yang mempunyai
witayah Kerja tertentu, dipimpin oleh Camat yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(2)Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;

(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, Camat
- menyelenggarakan fungsi: o f

Mengkoordinasikan kegiatan :yemberdayaan masyarakat

Mengkoordinasikan upaya. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum .

Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayanan umum

Mengkoordinasikan penyelenggaraan keglatan pemerintahan di tingkat

Kecamatan ‘

Membina penyelenggaraan pemernmahan desa dan/atau kelurahan

g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadl ruang lingkup tugasnya dan
atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa/atau kelurahan.
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Bagian Kedua °
KELURAHAN

Pasal 4

(l)KPlurahan adalah merl_pakan perangkat daerah " Kabupaten dalam wilayah

Kecamauan yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalul Camat; '

(2) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan

' oleh Bupati melalui Camat untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah;
'(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini, Lurah

menyelenggarakan fungsi:

a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemetintahan kelyrahan

b. Mleiakukan tugas d:bldang pembangunan dan pemblnaari kemasyarakatan yang

menjadi tanggung jawabnya
C. Melakukan usaha.dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat |

a. Melakugan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban umum
di w1layah Kelurahan

e. Melakukan fungsi;fungsi_ lain yang dilimpahkan kepada pemerintahan Kelurahan.

|
|

" BAB.IV..




&

BAB. IV
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama -
KECAMATAN

i
! Pasal 5

(1) Susunan Kecamatan terdiri dari:
a. Camat
b. Sekretariat Kecamatan, membawahi: .
1.| sub Bagian Umum dan Kepegawaian
| Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan -
SekSi Pemerintahan
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Pemibangunan, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat
Seksi Pelayanan Umurm dan Kesejahteraan Sosial
g. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dlmaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh
. Sekretaris vang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
(3)Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini masing- .
masing dipimpin oleh Kepala Sub Baglan dan Kepala Seksi yang berada dibawah dan
- bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
(4) Bagan;susunan Organisasi Kecamatan Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana -
Lercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
LI . Peraturan Daerah ini.
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! o Bagian Kedua
' ‘ KELURAHAN

e

Pasal 6

(1 )Susunan Organisasi Kelurahan, terdm dari:
a. Lurah . N

b. ASekretdnaL Kelurahan >

C. Seksa Pemerintahan

d. Seksa Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. be&sn Pembangunan, Pernberdayaan Perempuan dan Masyarakat
f.
g.

Sek51 Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial -
Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini dipimpin
oleh Sekretaris yang ada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini masing-masing
dlplr?}pln oleh Kepala Seksi yang berada dibdwah dan bertanggung jawab kepada
Lura

(4)Bagan susunan Organ.se/SI Kelurahan Kabupaten Konawe Utara adalah

sebagaimana tercantum dulam Lampiran 1I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB. V ...




: BAB. V _
| | ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

(1) Camat adalah Jabatan Struktural Eselon III-A; .
} (2) Sekretaris Camat adalah Jabatan Struktural Eselon II1-B;
- (3)Lurahidan Kepala Seksi Kecamatan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-A;
| (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Lurah, dan Kepala Seksi
‘ " Kelurahan adalah Jabatan Struktural Eselon IV-B.
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BAB.VI -
KETENTUAN PERALIHAN

| 'P_asal -8

(1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan akan ditetapkan
dgengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati; - .

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

. . " BAB. VII
. . : ’ KETENTUAN PEN UTUFO’

v S | ;/‘ Pasal 9

Dehgan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 4
~ Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Utara dinyatakan tidak berlaku,

)

,-' , - . ' Pasal 10 ...
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Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku séjak tanggal diundangkan.

Agar setuap orang dapat .mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Utara. :

¢

DITETAPKAN DI : WANGGUDU

5P AN PADAT A= 8.72
- BUPATLKONAWE UTARS

(¢ )
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2008
NOMOR ..
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  LAMPIRAN 1[I : PERDA KAB. KONAWE UTARA
KANTOR LURAH ... NOMOR . S [‘AHUN 2028
KABUPATEN KONAWE UTARA TANGGAL = // . JUN/ - 200

LURAH
JABATAN | | '  SEKRETARIAT
| FUNGSIONAL ‘
.
SEKSI ' SEKSI o 'SEKSI . SEKSI
PEMERINTAHAN . KETENTRAMANG& |- PEMBANGUNAN,PEMBERDAYAAN PELAYANAN UMUM ﬁL
KETERTIBAN UMUM  PEREMPUAN & MASYARAKAT KESEJAHTERAAN SOS









